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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi manajemen 

organisasi berdasarkan pendekatan George R. Terry (POAC) 

serta mengevaluasi kapasitas manajemen Dinas Lingkungan 

Hidup DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di TPST 

Bantargebang. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas 

ekonomi di DKI Jakarta berdampak pada meningkatnya volume 

sampah yang menekan kapasitas pengelolaan dan memicu 

kondisi overcapacity di TPST Bantargebang. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif 

melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara konseptual fungsi manajemen telah diterapkan, namun 

implementasinya belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh 

lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dominasi 

metode open dumping, serta keterbatasan sistem pengawasan 

berbasis risiko. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya 

kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan yang 

berkontribusi terhadap meningkatnya potensi risiko kegagalan 

struktur timbunan sampah. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan integrasi fungsi manajemen, penerapan teknologi 

pengelolaan yang sesuai standar, serta pengembangan sistem 

pengawasan berbasis data guna mewujudkan pengelolaan 

sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN 

Di tengah arus globalisasi, peningkatan permintaan sumber daya mendorong perubahan 

pola konsumsi yang berdampak pada meningkatnya volume sampah. Sampah sebagai sisa 

aktivitas manusia menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang krusial, baik di negara maju 

maupun berkembang, termasuk Indonesia. Apabila tidak dikelola secara optimal, sampah dapat 

menimbulkan beban lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, peran pemerintah, khususnya Dinas 

Lingkungan Hidup, serta partisipasi masyarakat menjadi penting dalam mewujudkan pengelolaan 

sampah yang efektif. 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan 

aktivitas ekonomi yang tinggi, yang berimplikasi pada peningkatan timbulan sampah. Sampah 

yang dihasilkan sebagian besar diolah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 

Bantargebang yang berlokasi di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, namun dikelola oleh 

Pemerintah DKI Jakarta. TPST Bantargebang merupakan salah satu fasilitas pengelolaan sampah 

terbesar di Asia Tenggara yang memiliki fungsi pengumpulan, pemilahan, daur ulang, hingga 

pemrosesan akhir sampah.  

https://journal.stiapancamargapalu.ac.id/index.php/santina
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Gambar 1. Peta TPST Bantargebang 

Gambar 1 menunjukkan lokasi TPST Bantargebang yang berada di luar wilayah 

administratif DKI Jakarta, sehingga pengelolaannya melibatkan koordinasi lintas wilayah. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan 

kapasitas manajemen yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor dan kepentingan. 

Sejak beroperasi pada tahun 1989, TPST Bantargebang terus mengalami peningkatan 

beban akibat akumulasi sampah dalam jangka panjang. Berdasarkan data Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan TPST mencapai 104,7 hektare, dengan 81,40 

hektare digunakan sebagai kawasan landfill yang terdiri dari beberapa zona aktif dan non-aktif. 

Keterbatasan lahan ini menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sampah di tengah 

meningkatnya volume timbulan sampah. 

Pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta menunjukkan tren yang cenderung meningkat pada 

periode tertentu, meskipun mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Kondisi ini berimplikasi 

langsung terhadap meningkatnya volume sampah harian yang harus dikelola. Selain itu, tingginya 

aktivitas ekonomi di wilayah tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan timbulan sampah. 

Sebagai muara akhir dari sebagian besar sampah yang dihasilkan, TPST Bantargebang saat ini 

berada dalam kondisi kritis akibat keterbatasan lahan serta akumulasi timbunan sampah yang 

melampaui kapasitas. 

Tabel 1. 

Jumlah Timbulan Sampah DKI Jakarta 

Nama Daerah di 

DKI Jakarta 

Jumlah Timbulan Sampah 

(Ton/Tahun) 

Kabupaten Kepulauan Seribu 30 

Kota Jakarta Selatan 2.005 

Kota Jakarta Timur 2.455 

Kota Jakarta Pusat 858 

Kota Jakarta Barat 1.943 

Tabel 1 menunjukkan distribusi timbulan sampah di beberapa wilayah DKI Jakarta. Data 

tersebut mengindikasikan bahwa wilayah dengan aktivitas tinggi seperti Jakarta Timur dan 

Jakarta Selatan memberikan kontribusi terbesar terhadap volume sampah, sehingga meningkatkan 

beban pengelolaan di TPST Bantargebang.  

Dalam menghadapi krisis pengelolaan sampah, peran Dinas Lingkungan Hidup menjadi 

krusial sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan publik di bidang lingkungan. 

Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga 

oleh kapasitas manajemen organisasi yang mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian 

sumber daya, pelaksanaan program, serta pengawasan yang efektif. 

Di sisi lain, pengelolaan sampah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, 

melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai penghasil utama sampah. Oleh 

karena itu, aspek perilaku, kesadaran, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam 

mendukung efektivitas pengelolaan sampah (Tukahirwa et al., 2010; Fatimah et al., 2022). 

https://journal.stiapancamargapalu.ac.id/index.php/santina
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Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengelolaan sampah di TPST 

Bantargebang, kajian yang ada masih didominasi oleh pendekatan kebijakan, teknologi, atau 

partisipasi masyarakat. Kajian yang secara spesifik mengaitkan kapasitas manajemen organisasi 

pemerintah dengan risiko operasional dan keberlanjutan lingkungan masih relatif terbatas. 

Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menempatkan permasalahan pengelolaan 

sampah sebagai isu teknis, tanpa mengkaji secara mendalam keterkaitan antara fungsi manajemen 

dengan potensi kegagalan sistemik. Padahal, peristiwa longsor di TPST Bantargebang 

menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga 

mengindikasikan adanya kelemahan dalam integrasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan. 

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami hubungan antara 

fungsi manajemen organisasi dengan dinamika risiko operasional dalam pengelolaan sampah. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas manajemen Dinas 

Lingkungan Hidup DKI Jakarta melalui pendekatan fungsi manajemen George R. Terry (POAC), 

guna mengevaluasi kemampuan organisasi dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan sampah 

serta merumuskan rekomendasi yang berkelanjutan. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk 

menganalisis pengelolaan sampah di TPST Bantargebang berdasarkan fungsi manajemen George 

R. Terry (POAC). Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena secara komprehensif 

melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data yang relevan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah 

berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, serta publikasi 

lembaga terkait yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dipilih berdasarkan tingkat 

relevansi, kredibilitas, serta keterbaruan informasi. 

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tematik, 

yaitu dengan mengelompokkan dan menginterpretasikan data berdasarkan empat fungsi 

manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 

(actuating), dan pengawasan (controlling). Analisis difokuskan pada kesesuaian antara konsep 

manajemen yang ideal dengan kondisi yang dilaporkan dalam berbagai literatur. 

Untuk meningkatkan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan 

membandingkan informasi dari berbagai referensi yang memiliki kesamaan topik. Penelitian ini 

memiliki keterbatasan karena tidak menggunakan data primer, sehingga hasil analisis bergantung 

pada kualitas dan kelengkapan sumber literatur yang digunakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menyajikan hasil analisis pengelolaan sampah di TPST Bantargebang 

berdasarkan fungsi manajemen George R. Terry (POAC), yaitu planning, organizing, actuating, 

dan controlling. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara konsep manajemen yang ideal 

dengan kondisi implementasi di lapangan, serta implikasinya terhadap risiko operasional dan 

keberlanjutan lingkungan. 

1. Planning 

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara konseptual, fungsi perencanaan dalam 

pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah disusun secara 

sistematis melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pengembangan TPST Bantargebang, 

pembangunan fasilitas Intermediate Treatment Facility (ITF), serta penerapan konsep 3R 

(reduce, reuse, recycle). Perencanaan ini bertujuan untuk mengantisipasi peningkatan volume 

sampah yang terus terjadi. 

https://journal.stiapancamargapalu.ac.id/index.php/santina
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Namun, dalam implementasinya, perencanaan tersebut belum sepenuhnya berbasis 

mitigasi risiko dan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini terlihat dari masih terjadinya kondisi 

overcapacity serta peristiwa longsor pada tahun 2026 yang mengindikasikan keterbatasan 

dalam mengantisipasi daya tampung dan stabilitas timbunan sampah. 

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realitas 

operasional, di mana perencanaan belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek teknis, 

kapasitas, dan risiko lingkungan. Penggunaan metode open dumping juga mencerminkan 

adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan standar pengelolaan modern (Tamba et al., 

2025; Kementerian Lingkungan Hidup, 2026). 

2. Organizing 

Fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan sampah melibatkan berbagai aktor, seperti 

DLH, Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST), sektor swasta, dan masyarakat. Secara 

struktural, pembagian tugas dan fungsi telah terbentuk, namun koordinasi antar aktor belum 

berjalan optimal. 

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada ketiadaan struktur 

organisasi, melainkan pada lemahnya integrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. 

Peristiwa longsor tahun 2026 memperkuat indikasi adanya ketidaksinkronan antara kebijakan 

dan pelaksanaan di lapangan. 

Dengan demikian, pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan collaborative 

governance, di mana efektivitas tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga 

oleh kualitas interaksi dan koordinasi antar aktor (Larasati & Puspaningtyas, 2020). 

3. Actuating 

Dalam aspek pelaksanaan, pengelolaan sampah di TPST Bantargebang pada dasarnya 

telah mencakup seluruh tahapan operasional, mulai dari pengumpulan hingga pemrosesan 

akhir. Namun, implementasinya masih didominasi oleh sistem landfill konvensional dengan 

metode open dumping, yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap stabilitas timbunan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belum sepenuhnya sejalan dengan standar 

teknis pengelolaan sampah yang aman. Peristiwa longsor tahun 2026 menjadi indikasi nyata 

dari kelemahan dalam implementasi, yang dapat disebabkan oleh faktor kelebihan beban, 

ketidakstabilan lereng, serta akumulasi gas dan lindi (Ansari & Daigavane, 2021). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara standar 

operasional yang seharusnya diterapkan dengan praktik di lapangan, yang berkontribusi 

terhadap meningkatnya risiko kegagalan struktur. 

4. Controlling 

Fungsi pengawasan merupakan aspek penting dalam memastikan kesesuaian antara 

perencanaan dan pelaksanaan. Dalam praktiknya, DLH telah melakukan monitoring dan 

evaluasi, namun efektivitasnya masih terbatas. 

Terjadinya longsor meskipun telah terdapat indikasi risiko sebelumnya menunjukkan 

adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan deteksi dini. Hal ini mengindikasikan bahwa 

sistem pengendalian belum berbasis pada analisis risiko yang komprehensif. 

Dalam perspektif manajemen, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai control failure, 

yaitu kegagalan dalam mengidentifikasi dan merespons potensi risiko secara tepat waktu. 

Literatur menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan sistem berbasis data dan 

analisis risiko yang kuat (Jahanfar et al., 2017). 

Secara keseluruhan, keempat fungsi manajemen tersebut menunjukkan bahwa 

permasalahan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang tidak berdiri sendiri pada satu aspek, 

melainkan merupakan hasil dari ketidakterpaduan antar fungsi manajemen. Kelemahan dalam 

perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan saling berkaitan dan berkontribusi 

terhadap meningkatnya risiko operasional. 

https://journal.stiapancamargapalu.ac.id/index.php/santina
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KESIMPULAN 

Pengelolaan sampah di TPST Bantargebang menunjukkan bahwa meskipun perencanaan 

telah disusun secara komprehensif melalui pembangunan infrastruktur dan penerapan prinsip 3R, 

implementasinya belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya aspek 

mitigasi risiko, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta masih dominannya 

praktik open dumping yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan modern. Temuan penelitian 

ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga 

berkaitan dengan ketidakterpaduan antar fungsi manajemen (planning, organizing, actuating, dan 

controlling) yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko operasional. Oleh karena itu, 

perbaikan perlu diarahkan pada penguatan integrasi fungsi manajemen, penerapan teknologi 

pengelolaan yang lebih aman, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis risiko dan data 

guna mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. 
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